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ABSTRAK 
 
ANDI ADIYAT MIRDIN (B111 10 378), Tinjauan Yuridis Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas 
sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Hasrul sebagai 
pembimbing II.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maupun urgensi 
pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.  
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, menggunakan metode penelitian kepustakaan.  
Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini ialah antara lain: 
Dasar kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian perpu 
terhadap UUD 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan 
hukum mahkamah dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan a 
quo sebagai yurisprudensi kewenangan MK dalam menguji suatu perpu. 
Terdapat beberapa pendapat para pakar yang menguatkan yurisprudensi 
kewenangan MK ini. Selain itu, terdapat pula beberapa pendapat para 
pakar dan hipotesis potensi akibat untuk digunakan sebagai perbandingan 
atas kewenangan MK dalam pengujian perpu. Sehingga, ditinjau dari 
aspek teoritis dan aspek praktis, MK berwenang menguji materi muatan 
suatu perpu. 
Berangkat dari realitas pengujian perpu terhadap UUD 1945 yang 
telah dilakukan oleh MK, tidak satupun pemohon yang dapat membuktikan 
kerugian konstitusional yang dideritanya. Dengan demikian, penulis 
berkesimpulan bahwa pengujian perpu oleh MK ini tidaklah urgen. Hal ini 
juga didasari oleh amar putusan MK dalam enam pengujian perpu yang 
kesemuanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan 
peradilan yang berada di bawahnya.1 Sebagai sebuah lembaga peradilan, 
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan 
menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung 
dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup 
bernegara (the supreme law of the land). Karena itu, Mahkamah Konstitusi 
disebut juga sebagai the guardian of the constitution.2 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) 
kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.3 Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah 
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
                                                          
1 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
2 Hamdan Zoelva, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Complaint dan Constitutional Question, 
(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Hal. 4. Makalah disampaikan pada acara Dialog Akademik Program Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 8 November 2010. 
3 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945  
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Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.4 
Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukannya, keberadaan 
MK sendiri pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang pengujian 
undang-undang. Munculnya kewenangan ini sendiri dapat dipahami 
sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.5 
Mekanisme pengujian undang-undang ini sendiri dimaksudkan untuk 
melakukan pengujian suatu produk perundang-undangan terhadap 
undang-undang yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan tertentu.6 
Pengujian undang-undang (judicial review) sendiri di Indonesia 
dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yakni Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berwenang menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA 
berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang.7  
Pengujian undang-undang di Indonesia dikenal dengan istilah 
‗judicial review‘. ‗Judicial review‘ sendiri memiliki perbedaan pengertian 
yang mendasar dengan istilah ‗constitutional review‘ atau pengujian 
konstitusional. ‗Judicial review‟ memiliki objek kajian yang lebih luas dari 
‗constitutional review‘, karena bukan hanya menguji produk perundang-
                                                          
4 Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 
5  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 3  
6 Untuk pengujian suatu produk perundang-undangan terhadap konstitusi juga dikenal dengan sebutan constitutional 
review, yakni menguji apakah undang-undang tersebut tidak melenceng dari prinsip konstitusionalitas suatu negara dan 
menjamin tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara yang dilanggar atas berlakunya peraturan 
perundang-undangan tersebut 
7 Pasal 24A ayat (1)  UUD 1945 
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undangan berbentuk undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujiannya-pun tidak 
hanya menyoal konstitusionalitasnya, melainkan juga dapat diuji legalitas 
dari produk perundang-undangan tersebut. Namun di sisi lain, ‗judicial 
review‘ memiliki pengertian yang lebih sempit, karena kewenangan 
pengujian ini hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga judisial. 
Sedangkan „constitutional review‘ memiliki pengertian lebih luas, karena 
subjek yang mengujinya bisa lembaga selain peradilan, tergantung 
lembaga mana yang diberi kewenangan oleh konstitusi negara tersebut.8 
Di Indonesia sendiri, pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar yang subjek mengujinya diberikan kepada MK lebih dikenal 
dengan istilah „judicial review‟ meskipun secara konsep adalah 
„constitutional review‟ karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 
1945 (konstitusi negara Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945). 
Maka untuk memudahkan penulisan ini, pengujian undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar yang kewenangannya diberikan kepada 
MK dapat tetap disebut dengan istilah ‗judicial review‘, seperti pemahaman 
masyarakat awam pada umumnya. 
Konsep ‗constitutional review‟ itu sendiri sebenarnya dapat dilihat 
sebagai buah perkembangan gagasan modern tentang sistem 
pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum 
(rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta 
                                                          
8 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 
2-4 
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perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of 
fundamental rights).9  
Ide pengujian konstitusional (constitutional review) ini telah 
demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil 
perkembangan ketatanegaraan di masing-masing negara termasuk 
Indonesia. Pengujian konstitusional undang-undang dipandang sebagai 
barometer penegakan konstitusi dalam rangka melindungi dan mengawal 
pelaksanaan hukum dan konstitusi dalam praktik sehari-hari. Di Indonesia, 
‗judicial review‘ suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
telah sedikit banyak merubah dan menghapus beberapa frasa, pasal, bab, 
bahkan keseluruhan undang-undang itu yang oleh MK dianggap 
inkonstitusional atau tidak sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Dalam perkembangan ketatanegaraan kita dewasa kini, pengujian 
konstitusionalitas undang-undang yang merupakan satu-satunya 
mekanisme penghapusan atau pembatalan undang-undang kini dianggap 
amat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena 
atas berlakunya suatu undang-undang, maka bisa saja mengurangi atau 
menghilangkan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, 
atau bahkan atas berlakunya undang-undang tersebut dapat menciderai 
prinsip demokrasi negara Indonesia. Untuk itu pegujian undang-undang 
yang dianggap bertentangan dengan konstitusi ini sepatutnya harus 
                                                          
9 Ibid., hal. 8-9 
5 
 
segera diuji sejak pemberlakuannya. Hal ini pun berlaku terhadap 
disahkannya suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
(perpu). Perpu yang meskipun masa berlakunya hanya sampai 
persidangan pembahasan di DPR (jika tidak disetujui menjadi undang-
undang), tetap saja dalam kurun waktu yang sebentar itu jika dianggap 
tidak sejalan dengan maksud konstitusi dan berpotensi merugikan hak-
hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi, perpu itu 
cukup beralasan untuk diuji konstitusionalitasnya di MK. 
Dalam praktiknya MK nyatanya sudah telah beberapa kali 
melakukan pengujian Perpu terhadap UUD. Putusan MK Nomor 138/PUU-
VII/2009 tentang pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 200910 tanggal 8 
Februari 2010 adalah sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan kita, 
karena ternyata MK memutuskan bahwa dirinya berwenang dalam 
menguji perpu tersebut. Meskipun amar putusannya menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena 
alasan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, tetapi setidaknya MK 
telah menyatakan keberwenangannya untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus permohonan pengujian Perpu terhadap UUD. Putusan MK 
Nomor 145/PUU-VII/2009 adalah pengujian perpu kedua yang dilakukan 
oleh MK. Putusan yang menguji Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 dan 
Perpu No. 4 Tahun 2008 ini diputus pada tanggal 20 April 2010 yang juga 
                                                          
10 Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 diunduh melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 19 Januari 2014 
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menegaskan keberwenangan MK dalam melakukan pengujian suatu 
perpu. 
Kemudian pendaftaran pengujian perpu yang terbaru, pendaftaran 
pengujian Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Perpu ini didaftarkan oleh 5 pemohon berbeda, dengan masing-masing 
nomor perkara: 90/PUU-XI/2013, 91/PUU-XI/2013, 92/PUU-XI/2013, 
93/PUU-XI/2013, 94/PUU-XI/2013. Satu permohonan ditarik kembali, 
sedangkan empat lainnya diputus dengan amar yang berbunyi 
―permohonan tidak dapat diterima‖. Hal ini karena Perpu No. 1 Tahun 
2013 ini akhirnya dibahas di DPR pada saat MK juga sedang menguji 
permohonan pengujian perpu tersebut. Sehingga dengan hasil Sidang 
Paripurna DPR yang menyatakan menyetujui perpu tersebut menjadi 
undang-undang, maka secara otomatis MK kehilangan objek pengujian 
perkara a quo. Tetapi pertimbangan mahkamah dalam putusan-putusan 
ini sekali lagi menegaskan bahwa MK memang telah menganggap bahwa 
kewenangan menguji Perpu merupakan kompetensi wilayah 
kewenangannya. 
Hal ini menimbulkan polemik baru, dapatkah MK melakukan 
pengujian terhadap suatu perpu? Pertanyaan dan problematika tersebut 
seperti menurut istilah Malik11 ialah ibarat dua sisi mata uang, membelah 
pendapat khalayak (khususnya para ahli) menjadi dua, ada yang 
                                                          
11 Malik, Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 
2013 
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mengatakan MK berwenang dan ada juga yang lantang mengatakan 
bukan kewenangan MK untuk menguji Perppu, tentu dengan segala 
argumentasi dan perspektif hukumnya masing-masing. Secara garis 
besar, dikotomi pendapat tersebut betolak dari perbedaan dalam 
menafsirkan kewenangan MK dalam hal pengujian Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar. 
Bagi yang setuju bahwa MK dapat menguji Perppu, alasan 
utamanya adalah materi dan kedudukan (hierarki) perpu sama dengan 
undang-undang12, sehingga dengan demikian perpu masuk dalam 
cakupan kewenangan judicial review oleh MK. Sementara di sisi yang lain, 
mengatakan bahwa MK tidak berwenang menguji perpu dengan alasan 
bahwa secara eksplisit pasal 24C UUD 1945 sudah jelas dan tegas 
menyebutkan objectum litis (objek perkara) dalam perkara pengujian 
undang-undang di MK adalah undang-undang, bukan perpu. Mekanisme 
pengujian (review) terhadap perpu sendiri sudah diatur dalam Pasal 22 
ayat (2) dan (3) UUD RI 1945, yaitu menjadi kewenangan DPR untuk 
membahas dan menentukan nasibnya pada persidangan berikutnya. 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik 
untuk membahas mengenai kewenangan pengujian suatu perpu di 
Mahkamah Konstitusi dalam skripsi yang berjudul: ―Tinjauan Yuridis 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang‖. 
                                                          
12 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik 
beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan 
dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Apa yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar? 
2. Apa urgensi pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 
Konstitusi? 
  
C. Tujuan penulisan 
Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin-poin pembahasan 
skripsi ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar 
2. Untuk mengetahui urgensi pengujian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh 
Mahkamah Konstitusi 
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D. Manfaat Penulisan 
Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, 
antara lain: 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan/sumbangan 
pemikiran tentang pengujian peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi 
2. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan member kontribusi pemikiran bagi 
ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum tata negara, terkait 
pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh 
Mahkamah Konstitusi  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat 
oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup 
kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, peraturan perundang-undangan adalah berbagai jenis 
peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai tingkat dan 
lingkupnya masing-masing.13 
Dalam konteks dogmatika hukum Negara Indonesia, penentuan 
jenis dan hierarki norma hukum pada tingkatan peraturan perundang-
undangan telah diatur secara khusus sampai sekarang. Pada 1966, 
terbentuk norma hukum yang mengatur jenis dan hierarki norma hukum 
pada tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan 
MPRS Nomor XX/MPPRS/1966 Tentang Memorandum Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum 
Republik Indonesia dan Tata Urut Perundangan Republik Indonesia. 
Materi muatan norma hukum tersebut menentukan bahwa bentuk dan 
tata urut peraturan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar 
                                                          
13  Moh. Mahfud MD., MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah diunduh di situs web 
www.mahfudmd.com pada tanggal 2 Maret 2014 
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2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Keputusan Presiden 
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan 
Menteri 
7. Instruksi Menteri, dan Iain-lain.14 
Setelah terjadinya perubahan tatanan hukum dan politik di 
Indonesia sejak 1998, penataan jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan kembali dilakukan. Pada tahun 2000, terbentuk 
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Materi muatan norma hukum 
tersebut antara lain menentukan bahwa hierarki peraturan 
perundang-undangan ialah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar; 
2. Ketetapan MPR/S; 
3. Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); 
5. Peraturan Pemerintah (PP); 
6. Keputusan Presiden (Kepres); dan 
7. Peraturan Daerah15 
                                                          
14 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Rangkang 
Education, Yogyakarta, 2011, hal. 53-54 
15 Lihat pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Lihat dalam Ibid., hal. 54 
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Pada tahun 2004, penataan jenis dan hierarki peraturan 
perundangan kembali dilakukan. Hal itu ditandai dengan terbentuknya 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 (UU 10/2004) tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan pada tahun tersebut ialah 
sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
2. Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
3. Peraturan Pemerintah 
4. Peraturan Presiden 
5. Peraturan Daerah16 
Kemudian pada tahun 2011, Undang-Undang tersebut diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011) tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki peraturan 
perundang-undangan ini yang kemudian berlaku dari tahun 2011 sampai 
dengan penelitian ini dilakukan. Adapun hierarki peraturan perundang-
undangan sebagaimana ditentukan pada undang-undang tersebut 
meliputi: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
                                                          
16 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
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Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.17 
Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga 
mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mencakup peraturan 
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau peraturan 
pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan.18  
                                                          
17 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
18 Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 
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2. Batasan Konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 
Perpu adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam 
hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam arti pembentukannya 
memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, 
memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai keadaan yang 
sukar atau sulit dan tidak disangka-sangka yang memerlukan 
penanggulangan yang segera. Kriteria tentang apa yang dimaksudkan 
dengan istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa menurut I Gde 
Pantja Astawa dalam Malik19 adalah suatu keadaan yang sukar, penting, 
dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau 
diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan 
undang-undang. 
Keadaan bahaya tidak boleh berlama-lama, karena fungsi utama 
hukum negara darurat (staatsnoodrecht) menurut R. Kranenburg dalam 
Malik20 ialah menghapuskan segera bahaya itu sehingga kembali normal. 
Bila terjadi keadaan berlama-lama, nood (bahaya) itu maka menyalahi 
tujuan diadakan hukum negara darurat. Keadaan bahaya dengan upaya 
luar biasa harus ada keseimbangan, supaya kewenangan itu tidak 
berkelebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang 
besar. Keadaan bahaya itu adalah sesuatu yang abnormal, untuk 
                                                          
19 Malik, Perppu Pengawasan Hakim MK Versus, Op.Cit. 
20 Ibid. 
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mengatasi bahaya itu hukumnya pun dalam keadaan biasa pun harus 
dipandang abnormal dan luar biasa, mungkin dalam keadaan normal 
tindakan penguasa itu masuk dalam kategori onrechtmatig (melanggar 
hukum), namun karena keadaan bahaya atau abnormal, maka tindakan 
penguasa itu adalah sah dan dapat dibenarkan. 
Sebagai peraturan darurat, Perpu mengandung pembatasan-
pembatasan. Pertama: Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa. Dalam praktik hal ikhwal kegentingan yang 
memaksa sering diartikan secara luas. Tidak hanya terbatas pada 
keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi 
termasuk juga kebutuhan yang dipandang mendesak. Siapakah yang 
menentukan kegentingan yang memaksa itu? Karena kewenangan 
menetapkan Perpu ada pada presiden. Presidenlah yang secara hukum 
menentukan kegentingan yang memaksa. Kedua, Perpu hanya berlaku 
untuk jangka waktu yang terbatas. Presiden paling lambat dalam masa 
sidang DPR berikutnya harus mengajukan Perpu ke DPR untuk 
memperolah persetujuan. Apabila disetujui DPR, Perpu berubah menjadi 
undang-undang. Kalau tidak disetujui, Perpu tersebut harus segera 
dicabut.21 
Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut mengisyaratkan apabila 
keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa 
menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan 
                                                          
21 Ibid. 
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dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak 
sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden 
berhak menetapkan Perpu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya 
dan darurat.22 
Hakikat lahirnya Perpu adalah untuk antisipasi keadaan yang 
―genting dan memaksa‖. Jadi ada unsur paksaan keadaan untuk segera 
diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perpu, dan 
Perpu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk 
disetujui atau tidak menjadi undang-undang. Dan jika Perpu tidak disetujui 
dalam persidangan DPR maka konsekuensinya ialah perpu tersebut harus 
dicabut dan dinyatakan ketidakberlakuannya, serta memuat akibat hukum 
dari pencabutan perpu tersebut.23 
Menurut Jimly Asshiddiqie24, syarat materiil untuk penetapan Perpu 
itu ada tiga, yaitu: a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau 
reasonable necessity; b. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau 
terdapat kegentingan waktu; dan c. Tidak tersedia alternatif lain atau 
menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain 
diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan 
Perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. 
Penggunaan istilah ―keadaan bahaya‖ pada pasal 12 UUD 1945 
dan istilah ―hal ihwal kegentingan yang memaksa‖ pada pasal 22 UUD 
                                                          
22 Ni’matul Huda. Problematika Substantif Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi 
Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 
23 Ibid. 
24 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 282 
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1945 oleh masyarakat sering dicampur adukkan yang akan berujung pada 
salah penafsiran dari istilah keduanya. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie25 
membedakan secara jelas pemakaian kedua istilah tersebut. Istilah yang 
pertama menggunakan istilah ―keadaan bahaya‖ yang tidak lain sama 
dengan pengertian keadaan darurat (state of emergency). Istilah kedua 
memakai istilah ―hal ikhwal kegentingan yang memaksa‖. Apakah kata ―hal 
ikhwal‖ sama dengan pengertian ―keadaan‖? Keduanya tentu tidak sama. 
Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ikhwal adalah isinya. Namun, 
dalam praktik, keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. 
Oleh karena itu, keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama dengan 
hal ikhwal yang membahayakan, atau sebaliknya hal ikhwal yang 
membahayakan sama dengan keadaan bahaya. 
Hanya saja, apakah hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu 
selalu membahayakan? Segala sesuatu yang ―membahayakan‖ tentu 
selalu memikili sifat yang menimbulkan ―kegentingan yang memaksa‖, 
tetapi segala hal ikhwal kegentingan yang memaksa tidak selalu 
membahayakan. Jika demikian, berarti kondisi kegentingan yang 
memaksa itu lebih luas daripada keadaan bahaya. Oleh karena itu, kedua 
istilah ―keadaan bahaya‖ dan ―hal ikhwal kegentingan yang memaksa‖ 
tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lain. Adanya pembedaan itu, 
wajar apabila penetpan suatu peraturan pemerintah sebagai undang-
undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak harus 
                                                          
25 Ibid., hal. 206 
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didahului oleh suatu deklarasi keadaan darurat. Pelaksanaan ketentuan 
Pasal 12 UUD 1945 mempersyaratkan dilakukanknya deklarasi atau 
proklamasi resmi dalam rangka pemberlakuan keadaan bahaya itu.26 
Sementara menurut Bagir Manan dalam Ni‘matul Huda27, unsur 
―kegentingan yang memaksa‖ harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: 
(1) Ada krisis (crisis), dan (2) Kemendesakan (emergency). Suatu 
keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan 
dan  bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse). 
Kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak 
diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa 
menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Telah ada tanda-tanda 
permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness) 
apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi 
masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. 
Dalam konteks Indonesia, beberapa syarat formil yang harus 
terpenuhi untuk pemberlakuan suatu keadaan darurat atau keadaan 
bahaya menurut Achmad Ruslan28 adalah sebagai berikut: 
a) Pernyataan   atau   deklarasi   berlakunya   keadaan      darurat itu 
harus dituangkan dalam bentuk tertentu, yaitu dengan 
Keputusan  Presiden,  sedangkan  pengaturan  materiil  yang 
diperlukan dalam keadaan darurat tersebut dapat dituangkan 
dalam bentuk    Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- 
                                                          
26 Ibid. 
27 Ni’matul Huda, Problematika Substantif Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi, Op.Cit. 
28 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan…, Op.Cit. hal. 244-245 
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Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. 
b) Pejabat    yang    secara    konstitusional    berwenang    untuk 
menetapkan dan mengatur keadaan darurat itu hanya presiden, 
bukan pejabat yang lain. 
c) Perpres (Peraturan Presiden) dan Perpu (Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang) yang dimaksud di atas disahkan 
dan ditandatangani oleh Presiden serta di undangkan dalam 
Lembaran Negara sebagaimana mestinya. 
d) Perpu   (Peraturan   Pemerintah   Pengganti   undang-Undang) 
hendaklah  menentukan  dengan jelas   ketentutan-ketentuan 
undang-undang apa saja yang dikesampingkan oleh berlakunya 
Perpu tersebut. 
e) Peraturan Presiden (Pepres) yang dimaksud harus menentukan 
dengan  jelas   wilayah   hukum   berlakunya   dalam   wilayah 
Republik Indonesia. Misalnya apakah perpu itu berlaku 
seluruh wilayah nasional atau hanya berlaku di daerah tertentu 
saja, seperti hanya di provinsi tertentu atau kabupaten tertentu. 
f) Perpu dan Perpres dimaksud di atas, harus pula menentukan 
dengan pasti lama masa berlakunya keadaan darurat tersebut. 
Jika pembatasan semacam itu tidak di tegaskan, berarti kepres 
atau Perpu tersebut hanya berlaku selama masa persidangan 
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. 
g) Segera setelah diberlakukan, perpu harus diajukan kepada DPR 
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untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya. Jika 
dalam masa persidangan yang bersangkutan, DPR tidak atau 
belum menyatakan persetujuannya, Perpu itu harus dinyatakan 
dicabut oleh Presiden. 
 
3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang 
Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang 
ini sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang 
berbunyi, "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang". Dalam Pasal 22 ayat (2)-nya dinyatakan, "Peraturan 
pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam persidangan yang berikut", dan ayat (3)-nya menen-
tukan, "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah 
itu harus dicabut".29 
Dari kutipan-kutipan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, 
peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah sebagai pengganti 
undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan 
Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 
1945. Pasal 5 ayat (2) ini menyatakan, "Presiden menetap-kan peraturan 
                                                          
29 Lihat Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 
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pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 
mestinya". Jika biasanya bentuk Peraturan Pemerintah itu adalah 
peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang atau 
peraturan yang bersifat policy rules (beleids regels), maka dalam 
keadaan kegentingan yang memaksa bentuk Peraturan Pemerintah 
dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya 
dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan 
undang-undang sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu). Hal ini dimaksudkan karena dalam pembentukan 
Undang-Undang melalui proses legislasi normal di DPR memerlukan 
waktu yang lama dan pembahasan yang berlarut-larut, sehingga tidak 
dapat mengatasi kegentingan yang memaksa ini.30 
Kedua, pada pokoknya, peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang 
diberikan oleh UUD 1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan 
pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai Peraturan 
Pemerintah (tanpa kata 'sebagai') Pengganti Undang-Undang atau biasa 
juga disingkat Perpu. Oleh karena itu, kelaziman itu kita terima saja apa 
adanya sehingga produk hukum peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang-undang itu dapat secara resmi disebut sebagai 
Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
Penamaan demikian ini sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat 
                                                          
30 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 282-283 
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dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedua undang-undang 
dasar ini sama-sama menggunakan istilah Undang-Undang darurat 
untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan Perpu. 
Ketiga, Perpu tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan 
oleh Presiden apabila persyaratan "kegentingan yang memaksa" itu 
terpenuhi sebagaimana mestinya.  Keadaan "kegentingan yang 
memaksa" yang dimaksudkan di sini berbeda dan tidak boleh dicampur 
adukkan dengan pengertian ―keadaan bahaya‖ sebagaimana ditentukan 
oleh Pasal 12 UUD 1945. Pasal 12 tersebut menyatakan ―Presiden 
menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang-undang‖. Kedua ketentuan Pasal 12 
dan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 tersebut sama-sama 
berasal dari ketentuan asli UUD 1945, yang tidak mengalami perubahan 
pertama sampai perubahan keempat. Artinya norma dasar yang 
terkandung di dalamnya tetap tidak mengalami perubahan.31 
Oleh karena itu, sebagai dokumen historis uraian penjelasan atas 
pasal-pasal ini dalam naskah Penjelasan (tentang) UUD 1945 dapat 
dijadikan bahan rujukan untuk memahami rumusan kedua pasal ini, 
terutama Pasal 22 secara mendalam. Dalam penjelasan Pasal 22 itu 
dinyatakan: 
“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan 
sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan 
negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting 
                                                          
31 JImly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Cet.1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi, 2006, hal. 80-83 
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yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. 
Meskipun demikian, pemerintah tidak akan lepas dari pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah 
dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang 
harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.32 
Untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hal 
ikhwal kegentingan yang memaksa, maka Jimly Ashiddiqie33, ketika 
menguraikan tentang keadaan bahaya atau darurat, menyatakan 
bahwa ada tiga unsur penting yang memberikan dasar logis untuk 
diberlakukannya keadaan bahaya atau darurat, yaitu : (i) adanya 
kebutuhan hukum yang masuk akal (reasonable necessity); (ii) karena 
faktor bahaya yang mengancam (dangerous threat); dan (iii) dalam 
waktu atau kesempatan yang terbukti sangat terbatas ( limited time). 
Dalam arti sempit, ancaman bahaya yang dimaksudkan itu tertuju 
kepada keselamatan umum, integritas wilayah, atau ancaman terhadap 
kedaulatan negara. Dalam arti yang lebih luas, ancaman bahaya itu 
dapat tertuju kepada keselamatan jiwa, keselamatan harta benda, 
ataupun keselamatan lingkungan hidup, baik dalam lingkup nasional, 
regional, ataupun lokal tertentu. Atas kedua pengertian ini, Jimly 
Asshiddiqie34 menganggap pengertian ancaman bahaya atas 
keselamatan umum, integritas wilayah, kedaulatan negara, 
keselamatan jiwa, harta benda dan keselamatan lingkungan hidup, 
                                                          
32 Penjelasan atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sebelum diamandemen) 
33 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Op.Cit, hal. 66  
34 Ibid., Hal. 67  
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dapat dikategorikan sebagai suatu ‗keadaan darurat‘ atau ‗keadaan 
bahaya‘. 
Lalu pengertian ‗kegentingan yang memaksa‘ menurut Jimly 
Asshiddiqie memiliki arti ancaman yang lebih luas lagi, yaitu ancaman 
keselamatan itu dapat pula tertuju kepada suatu ide, prinsip-prinsip, 
atau nilai-nilai luhur tertentu atau yang tertuju kepada sistem 
administrasi atau efektivitas bekerjanya fungsi-fungsi internal 
pemerintahan suatu negara.35 Pengklasifikasian jenis ancaman ini 
kiranya dapat menjadi acuan kepada seorang Presiden kapan ia harus 
mengeluarkan suatu perpu dan kapan ia menyatakan keadaan bahaya 
yang keduanya diatur dalam bab berbeda dalam UUD Negara RI 1945. 
   
B. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 
1. Pengertian Pengujian Undang-Undang 
 Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat 
dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan 
yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan 
pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de 
rechter atau judicial review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative 
review), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).36 
 Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian 
tersebut. Pengujian oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau 
                                                          
35 Ibid.  
36 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hal. 81 
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judicial review) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 
1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan 
pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 
merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 
1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap Undang-Undang tetap merupakan 
kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi.37 
 Pengujian undang-undang oleh lembaga legislatif (legislative review) 
dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan 
membahas serta menyetujui Undang-Undang (bersama-sama 
Presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian undang-undang 
terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI 
Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan.38 
 Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative 
review) yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang 
membentuk dan membahas serta menyetujui undang-undang 
                                                          
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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(bersama dengan Presiden), pengujian oleh lembaga eksekutif 
(executive review) dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah satu contoh pengujian 
oleh lembaga eksekutif (executive review) adalah dalam pengujian 
Peraturan Daerah (Perda). Untuk melaksanakan pemerintahan daerah, 
penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) 
membentuk Perda, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan bersama DPRD. Berdasarkan Pasal 136 UU 
32/2004, Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan 
berdasarkan Pasal 145 UU 32/2004, Pemerintah dapat membatalkan 
Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan 
pembatalan Perda ditetapkan dalam Peraturan Presiden.39 
 Istilah judicial review selain digunakan pada negara yang 
menggunakan sistem hukum common law juga digunakan dalam 
membahas tentang pengujian pada negara yang menganut civil law 
system, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie40, yaitu: "Judicial 
Review” merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap 
produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan Iegislatif, 
eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ‗checks and 
                                                          
39 Ibid., hal. 82 
40 Ibid., hal. 83-84 
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balances‟ berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation 
of power). 
 
2. Sejarah Pengujian Undang-Undang 
Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan 
pengujian oleh lembaga yudikatif. Di Negara Jepang dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat pengujian ini dilakukan 
oleh Mahkamah Agung, sedangkan di Indonesia pengujian ini dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tergantung tingkat 
peraturan perundang-undangan yang diuji. Pengujian ini biasanya disebut 
judicial review. Istilah pengujian itu sendiri mencakup uji materil dan uji 
formal. Uji materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
sedangkan uji formal dilakukan berkenaan dengan prosedurnya yang 
dianggap melanggar atau salah.41 
Dalam kepustakaan maupun dalam praktik Mahkamah 
Konstitusi dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingsrecht), 
yaitu: hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan hak menguji 
material (materiele toetsingsrecht). Dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga 
UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 
adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
                                                          
41 Moh.Mahfud MD, MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah diunduh di situs web 
www.mahfudmd.com pada tanggal 2 Maret 2014  
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putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. 
Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah menguji material 
undang-undang menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa 
istilah ini menjadi sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka 
perumus UUD menggunakan istilah "menguji undang-undang 
terhadap UUD" tanpa pencatuman kata "materiel".42 
Di Amerika Serikat ketentuan judicial review tidak dicantumkan di 
dalam konstitusi. Tetapi pada tahun 1803 John Marshall membuat sejarah 
baru dalam hukum konstitusi ketika ketua Mahkamah Agung AS tersebut 
membatalkan Judiciary Act 1789 secara sepihak dengan alasan act 
tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika. Judicial Review oleh 
Marshall ini kemudian menjadi konvensi di Amerika Serikat dan menjalar 
serta diikuti oleh berbagai negara dengan berbagai variasinya. Sebelum 
itu memang sudah ada kebiasaan hakim tidak mengikuti ketentuan 
undang-undang yang dianggap tidak adil. Tapi Marshall adalah orang 
yang pertama yang (bukan hanya tidak mengikuti ketentuan undang-
undang melainkan) membatalkan undang-undang melalui pengujian. 
Marshall mengemukakan tiga alasan atas rechtsvinding atau penemuan 
hukum tentang pengujian yudisial itu: 
a. Hakim bersumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada 
peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus melakukan 
uji materi. 
                                                          
42 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang…, Op.Cit., hal. 133. Lihat juga  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Op.Cit., Hal. 87 
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b. Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada 
pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar the supreme 
law itu tidak dilangkahi isinya. 
c. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang 
mengajukan permintaan judicial review harus dipenuhi. 
d. Alasan perlunya judicial review itu juga yakni karena hukum adalah 
produk politik. Karena hukum adalah produk politik, maka harus 
ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur 
pembuatannya benar secara hukum dan bukan hanya alat 
justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik.43 
Indonesia pada masa lalu tidak ada mekanisme yang efektif untuk 
menjamin konsistensi antar peraturan perundang-undangan atau sebagai 
himpunan konstitusi melalui pengujian yudisial (judicial review). Pada 
masa lalu review atas peraturan perundang-undangan hanya bertumpu 
pada legislative review atau executive review. Dalam proses legislative 
review pun secara praktis didominasi atau selalu bersumber pada 
kehendak-kehendak lembaga eksekutif karena saat itu sistem 
ketatanegaraan kita memang berwatak executive heavy. 
Pada masa lalu Undang-Undang di Indonesia didominasi oleh 
lembaga eksekutif sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan 
pengesahannya tergantung pada Presiden. Kasus tentang Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Penyiaran pada tahun 1997 yang dikembalikan 
                                                          
43 Moh. Mahfud MD, MK dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia. Makalah diunduh di situs web 
www.mahfudmd.com pada tanggal 2 Maret 2014 
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lagi oleh Presiden padahal RUU itu sudah disetujui bersama oleh DPR 
dan pemerintah ialah salah satu buktinya. 
Pelembagaan judicial review di Indonesia telah diperjuangkan sejak 
tahun 1968 tetapi gagal. Namun pada tahun 1970 diakomodasi masuk 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan ketentuan: 
a. Uji materi hanya untuk dibawah Undang-Undang 
b. Dilakukan pada pemerikasaan kasasi 
c. Jika terkena judicial review dicabut sendiri oleh yang membuatnya 
Ketentuan ini kemudian dimasukkan di dalam TAP MPR No. 
VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 serta 
Undang-Undang lain yang terkait. Namun ketentuan ini tak pernah bisa 
dioperasionalkan dan tak pernah ada produknya sampai terjadi reformasi 
1998. 44  
Pada masa menjelang reformasi 1998, pernah ada tiga alternatif 
untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yakni: 
1. Dilakukan oleh MPR karena MPR yang menetapkan UUD. 
2. Dilakukan oleh MA karena prinsip checks and balances 
3. Dilakukan oleh MK karena prinsip checks and balances namun 
dilakukan oleh lembaga yudisial yang khusus menangani masalah 
tersebut. 45 
Pada mulanya upaya melembagakan pengujian yudisial itu selalu 
terbentur pada dominasi eksekutif dalam bidang politik. Namun pada awal 
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reformasi 1998 dominasi eksekutif menjadi sangat berkurang dan perlunya 
reformasi kontitusi dikumandangkan melalui amandemen atas UUD 1945. 
Gagasan tersebut akhirnya berhasil dimasukkan dalam UUD setelah 
berhasil diyakinkan bahwa UUD 1945 perlu diamandemen. Sehingga 
dalam tahap perubahan kedua dan perubahan ketiga UUD 1945 
dilaksanakan, telah mengakomodir cita-cita supremasi konstitusi dan 
terbentuknya sebuah lembaga peradilan yang mampu menjalankan fungsi 
judicial review/constitutional review yakni Mahkamah Konstitusi. 
 
3. Macam-Macam Pengujian Undang-Undang 
a. Pengujian Formil (Formele Toetsingsrecht) 
Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana 
dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi 
ketentuan berdasarkan UUD 1945.46  
Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang 
dapat disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya 
mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, 
tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-
undang, dan pemberlakuan undang-undang.47 Juga dijelaskan bahwa 
                                                          
46 Lihat pasal 51 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316 
47 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hal. 62-63 
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pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan 
berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.48 
Pengujian formil mengenai pembentukan UU tidak memenuhi 
ketentuan berdasarkan UUD 1945 telah diputus dalam Putusan 
Nomor 27/PUU-VII/2009 perkara Pengujian Formil Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 (UU 3/2009) tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU 5/2004) tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (UU 14/1985) tentang 
Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.49 Alasan permohonan oleh para 
Pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi 
syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi 
syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 
2009 melanggar prinsip keterbukaan.50 
 Terdapat beberapa hal dalam putusan a quo terkait pengujian 
formil, yaitu: 
1. Dalam uji formil UU terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran 
adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi:51  
a. Institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk 
undang-undang; 
b. Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang 
                                                          
48 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hal. 92 
49 Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 diunduh melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 24 Maret 2014. Dalam salinan putusan tersebut terdapat hakim yang 
mengemukakan alasan berbeda (concurring opinion) yaitu M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki pendapat 
berbeda (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad Alim.  
50 Ibid., hal. 14-23 
51 Ibid., hal. 60 
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meliputi rencana dalam Prolegnas, amanat Presiden, 
tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta 
kuorum DPR; dan 
c. Pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau 
voting, atau tidak disetujui sama sekali. 
2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 
pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah 
diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak 
dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian formil.52 Syarat legal 
standing dalam pengujian formil suatu undang-undang, yaitu bahwa 
Pemohon mempunyai hubungan pertautan Iangsung dengan 
undang-undang yang dimohonkan.53 Adapun syarat adanya 
hubungan pertautan Iangsung dalam pengujian formil tidaklah sampai 
sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil 
sebagaimana telah diterapkan Mahkamah Konstitusi, karena akan 
menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota 
masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat 
(1) UU 24/2003 untuk mengajukan pengujian secara formil.54 
3. Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang-
undang yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas 
kemanfaatan hukum, undang-undang yang dimohonkan tersebut 
                                                          
52 Ibid., hal. 65 
53 Ibid., hal. 68 
54 Ibid. 
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tetap berlaku.55 
 
b. Pengujian Materiil  (Materiele Toetsingsrecht)  
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana 
dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian 
undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.56 Mengenai 
hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang57, mengatur mengenai 
pengujian materiil sebagai berikut: "Pengujian materiil adalah pengujian 
undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, 
pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan 
UUD 1945.‖ 
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil 
berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu 
peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun 
menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan 
dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Jimly 
Asshiddiqie menjelaskan lebih lanjut:  
                                                          
55 Ibid., hal. 93-94 
56 Lihat pasal 51 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316 
57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang diunduh di situs web www.mahkamah konstitusi.go.id pada tanggal 26 Maret 2014 
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―Misalnya, berdasarkan prinsip ‗ lex specialist derogate legi 
generalis‘, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat 
dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya 
bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. 
Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak 
berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh 
hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang 
lebih tinggi sesuai dengan prinsip ‗lex superiori derogate legi 
inferiori‘.58 
 
4. Macam-Macam Metode Penafsiran Hukum dan Konstitusi 
Perkembangan hukum dalam praktik terkait dengan 'ijtihad' 
para Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum 
(rechtsvinding) guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, 
keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Contoh-contoh 
putusan Hakim Konstitusi sebagaimana banyak ditemukan, 
memperkaya kajian-kajian tentang perkembangan praktik Hukum 
Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang terkadang dalam 
logika beberapa kalangan terkesan kontroversial dan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya, akan tetapi dalam 
praktik terus dikembangkan untuk tegaknya hukum dan keadilan 
secara substansial. 
Apapun, hakim-lah yang pada akhirnya memutuskan, dan 
salah satu tugas terpenting hakim dalam memutus perkaranya, adalah 
ketika ia dihadapkan dengan beberapa asas hukum untuk ditimbang-
timbang. Dari beberapa asas hukum itu, hakim harus memilih 
berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, seperti dikemukakan 
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Bruggink — bij de beslissing zal uiteindelijk het ene rechtsbeginsel bij de 
interpretatie van de rechtsregel zwaarder hebben gewogen dan andere - 
melalui pengambilan keputusan pada akhirnya satu asas hukum akan 
ditimbang lebih berat ketimbang yang lainnya dengan menggunakan 
interpretasi terhadap aturan hukum tersebut. Inilah konsekuensi 
doktrin peradilan yang terkenal - ius curia novit en vrij bewijs; 
bahwa hakim dipandang tahu hukumnya dan hakim bebas dalam 
memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Hakim juga bukan 
sekedar berfungsi sebagai spreakbuis (corong) undang-undang saja. 
Oleh sebab itu, hakim harus menghindari agar jangan sampai seperti 
diisyaratkan Montesquieu -les, juges de la nation ne sont, comme nous 
avons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui 
n'en peuvent moderer ni la force, ni la riguere — hakim-hakim dari 
bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, t idak 
lebih ketimbang sekadar mulut yang menyuarakan kata-kata dari 
undang-undang.59 
Istilah 'penafsiran konstitusi' merupakan terjemahan dari 
constitutional  interpretation. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah 
constitutional interpretation banyak digunakan oleh para ahli hukum tata 
negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. 
Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang  digunakan 
sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechstvinding) 
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berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan 
atau  berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran 
diperlukan  karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya 
dapat disusun  dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka 
penafsiran lagi.60 
Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi 
atau Undang-Undang Dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. 
Bertumpu dari pengertian 'konstitusi' atau 'undang-undang dasar' di 
satu sisi, dan pengertian 'hukum' di sisi lain jelaslah memang pengertian 
‗konstitusi‘ atau 'undang-undang dasar‘ dengan ‗hukum‘ itu tidak sama. 
Jika konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (=hukum dasar 
yang tertulis), maka penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. 
Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya - rechtsvorm) dapat 
bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis 
(geschreven recht) maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht). 
Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau 
penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika 
hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan 
melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja 
atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia 
melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang 
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tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (elgemene rechtsbeginselen) 
yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.61 
Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah 
metode penemuan hukum (rechtsvinding) dalam hal peraturannya ada tetapi 
tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum 
adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara 
langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-
putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).  
Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan 
hukum (recbtstnnding), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan 
kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, 
interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang 
harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat 
mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode 
interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna 
undang-undang.62 
Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, 
bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim 
agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan 
penjabaran dari putusan-utusan hakim sehingga dapat 
teridentifikasi beberapa metode interpretasi. Secara garis besar 
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interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:  interpretasi 
harfiah; dan interpretasi fungsional. 
Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-
mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. 
Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak 
keluar dari litera legis. Interpretasi fungsional disebut juga dengan 
interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak 
mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan. 
Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud 
sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber 
lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.63 
Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di 
atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (rechtsvinding), metode 
interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) metode 
penafsiran restriktif; dan (2) metode penafsiran ekstensif. Interpretasi 
restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. 
Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup 
ketentuan itu. dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode 
penafsiran ini adalah prinsip lex certa, bahwa suatu materi dalam 
peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain 
selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lex stricta). 
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Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat 
melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.64 
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan 
beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim 
(pengadilan) sebagai berikut: 
a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; 
b. Interpretasi teleologis atau sosiologis; 
c. Interpretasi sistematis atau logis; 
d. Interpretasi historis; 
e. Interpretasi komparatif atau perbandingan; 
f. Interpretasi futuristis.65 
   
a. Interpretasi gramatikal 
Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini 
memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam 
rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, 
hukum ada tanpa adanya bahasa. Positief recht bestnat dus allen maar 
dankzij het feit dat de mens een taal heft - hukum positif itu ada hanya 
karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Bahasa merupakan 
salah satu faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui 
sengketa hukum (legal disputes) yang sebenarnya dikonstruksi oleh 
hakim (pengadilan). 
Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode 
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penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang 
paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang 
dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. 
Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut 
bahasa sehari-hari yang umum tetapi dengan bahasa yang logis. 66 
b. Interpretasi teleologis atau sosiologis 
Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna 
undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini 
peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan 
situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan 
dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat 
aktual.67 
c. lnterpretasi sistematis atau logis 
Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang 
berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-
undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai 
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 
menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan 
interpretasi sistematis atau interpretasi logis.68 
Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini 
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digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti 
terdapat dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 [dalam perkara 
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman] sebagai berikut: 
Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran 
berdasarkan original intent perumusan ketentuan UUD 1945, 
ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang 
tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur 
dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan 
ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang 
mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan 
sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu 
Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai 
Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak 
dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim 
konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945. 
 
d. Interpretasi historis 
 Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan 
dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan 
peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan istilah interpretasi 
historis. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang 
hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat 
atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu 
pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah 
bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang 
yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut 
sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena 
penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk 
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undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang 
disebut metode objektif.69 
 Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, 
yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada 
sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, 
diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya. Pada urnumnya metode 
penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap 
norma-norma hukum konstitusi.70 
e. Interpretasi komparatif atau perbandingan 
 Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode 
penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara 
beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah 
dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu 
ketentuan undang-undang. Interpretasi perbandingan dapat dilakukan 
dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya 
(reehtsbeginselen) dalam peraturan perundang-undangan yang lain 
dan/atau aturan hukumnya (rechtsregel), disamping perbandingan 
tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.71 
f. Interpretasi futuristis 
 Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang 
bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang 
yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi 
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ini lebih bersifat ius constituendum (hukum atau undang-undang yang 
dicitakan) daripada ius constitutum (hukum atau undang-undang yang 
berlaku pada saat sekarang).72 
 
 Beranjak dari jenis-jenis metode interpretasi di atas, hukum positif 
nampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian banyak macam 
metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang dalam 
praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang digunakan oleh 
pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, maupun hakim 
konstitusi), tidak ada metode interpretasi konstitusi tertentu yang harus 
dipilih dan digunakan oleh hakim. Dalam praktik peradilan, metode 
interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-
sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada 
keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu 
metode interpretasi konstitusi tertentu saja.73 
 Hakim juga memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih 
dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang 
diyakininya benar. Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan 
kebebasan hakim, hingga kini tidak ada ketentuan atau aturan yang 
mengharuskan hakim hanya menggunakan salah satu metode 
penafsiran tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi 
merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan 
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hukum.74 
 Pemanfaatan metode-metode interpretasi yang beragam dalam 
praktik peradilan, dan tidak adanya tatanan yang hierarkis di antara 
metode-metode itu menurut J A. Pontier mengimplikasikan kebebasan 
hakim yang luas untuk mengambil keputusan. Apalagi pembentuk 
undang-undang (dalam hal ini lembaga legislatif) ternyata juga 
memberikan kebebasan kepada hakim dalam derajat yang cukup tinggi 
untuk menerjemahkannya lebih lanjut ke dalam kasus. Dalam 
menjalankan kekuasaannya di bidang peradilan misalnya, Undang-
Undang memerintahkan agar: 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidnp dalam 
masyarakat.”75 
 
Tanpa metode yang tegar dari teori legistik, yang berkenaan 
dengannya diterima bahwa metode tersebut dapat menjamin objektivitas, 
bebas nilai dan rasionalitas dari putusan, maka penemuan hukum itu 
mungkin saja terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan hakim. Para 
hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi Indonesia seyogianya juga 
memahami isyarat bahwa kebebasan yang teramat besar dapat 
mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan 
subjektifitas hakim yang kaku. Ijtihad para hakim konstitusi dalam rangka 
rechtsvinding hingga sampai pada putusannya merupakan bagian dari 
amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebagai 
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peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan dan 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, di samping juga 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya.76 
  
                                                          
76 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit. hal. 78-80 
47 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. 
Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya 
meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan 
perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta 
yurisprudensi.77 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai 
data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pembahasan skripsi ini, dengan didukung pertimbangan dapat 
mempermudah proses penelitian yang dilakukan karena sesuai dengan 
tempat domisili peneliti. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua 
sumber data sebagai berikut:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data-
data atau berkas yang telah dikelola sebelumnya dalam buku-buku 
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teks, jurnal hasil penelitian, makalah, majalah, arsip, media cetak, 
media elektronik ataupun media internet; dan 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan 
hasil observasi dengan menggunakan pendekatan wawancara 
dan/atau pendapat beberapa pakar. 
Sumber data  yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pustaka (literature research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, putusan pengadilan, jurnal, makalah dan artikel  terkait 
dengan objek penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research). 
Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan 
bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain 
yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan 
ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan 
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan 
Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, 
makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum 
maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul 
penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini. 
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E. Analisis Data 
 Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data 
sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang 
kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu 
analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk 
uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar 
1. MK sebagai Pengadilan Konstitusional (Constitutional Court) 
Urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari 
pengkajian pemikiran baik dari segi politis-sosiologis, yuridis, filosofis, dan 
juga dari segi historis78. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan 
MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang 
judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat 
dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan 
modern.79 
Keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi 
konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan 
pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih 
rendah dengan aturan hukum di atasnya. Pandangan tersebut 
meruapakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak 
kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land.80 
Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi 
politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK 
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diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang 
yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-
undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR 
dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, 
perubahan ketatanegaraan yang menempatkan lembaga-lembaga negara 
pada derajat yang sama memungkinkan muncul sengketa kewenangan 
antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk 
menyelesaikannya. Dan kelembagaan yang dianggap paling sesuai 
adalah Mahkamah Konstitusi.81 
Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi 
perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip 
negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.82 Pada 
pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena 
bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945. Perubahan 
tersebut membuat bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru 
dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan 
kekuasaan dan „checks and balances‟ sebagai penggganti sistem 
supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan 
tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa 
kewenangan konstitusional yang mungkin terjadi; perlunya peranan 
hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-
keputusan politik; dan juga perlu mekanisme untuk memutuskan berbagai 
                                                          
81 Ibid., Hal. 7 
82 Ibid., Hal. 7 
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persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses 
peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan 
pembubaran sesuatu partai politik.83 
Di dalam penjelasan umum UU 24/2003 disebutkan bahwa tugas 
dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara 
konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan 
secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita 
demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, 
yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan 
pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK 
merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Sehingga setidaknya 5 (lima) 
fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui 
wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 
constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the 
constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), 
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen‟s 
constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of 
democracy).84 
Oleh karena dari kelima fungsi yang melekat pada MK itu, maka 
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dianggap 
sebagai salah satu wadah untuk mencari keadilan yang berlandaskan 
                                                          
83 Jimly Asshiddiqie. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Makalah 
disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September 2004. 
Salinan kuliah umum diunduh dalam bentuk makalah di web www.jimly.com diakses pada tanggal 12 Maret 2014 
84 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hal. 10 
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hukum dan konstitusi. Seluruh produk undang-undang yang dihasilkan 
oleh lembaga politik kemudian diuji materiil maupun diuji prosuderalkan di 
MK sebagai peradilan konstitusional. Adapun perkembangan 
ketatanegaraan kita kali ini menggiring opini apakah MK juga berwenang 
menguji suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). 
Hal ini dikarenakan peraturan ini berbentuk peraturan pemerintah yang 
dikeluarkan dalam keadaan kegentingan memaksa namun materi 
muatannya sama dengan undang-undang. Selain itu, perpu ini juga 
memiliki derajat tata urutan yang sama dengan undang-undang dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
MK sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the 
constitution) dalam memutus suatu perkara (lebih spesifik mengenai 
perkara pengujian undang-undang) mempunyai putusan yang bersifat final 
dan mengikat. Karakteristik ini tentu saja menghasilkan suatu produk 
putusan yang mampu dijadikan sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi 
putusan MK (sebagai suatu sumber hukum yang setara dengan undang-
undang) dapat dijadikan acuan/rujukan dalam melihat suatu fenomena 
yang sama yang terjadi setelahnya. 
MK sendiri sejak tahun 2003-2013 telah menguji 7 (tujuh) perkara 
pengujian perpu terhadap Undang-Undang Dasar, yakni pengujian Perpu 
nomor 4 tahun 2009, Perpu nomor 4 tahun 2008 dan Perpu nomor 1 tahun 
2013.85 Pengujian perkara dengan nomor putusan 138/PUU-VII/2009 
                                                          
85 Sumber: Situs web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia www.mahkamahkonstitusi.go.id  
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Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
kemudian menjadi yurisprudensi Hakim Konstitusi dalam memutus suatu 
perkara pengujian perpu. 
Dasar hukum/dasar kewenangan MK menguji suatu perpu dapat 
dilihat dalam pertimbangan hukum mengenai Kewenangan Mahkamah 
dalam putusan perkara a quo paragraf [3.13] yang menyatakan: 
―...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru 
akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan 
hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut 
lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut 
tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak 
norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat 
DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut 
adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat 
menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama 
dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat 
dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah 
bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian 
Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 
sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan 
setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah 
menjadi Undang-Undang‖.86 
 
Adapun dalam perkara putusan a quo terdapat satu orang Hakim 
Konstitusi yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion) meskipun 
sependapat dengan Mahkamah bahwa memang pengujian perpu masih 
dalam wilayah kompetensi kewenangan MK. Ialah Hakim Konstitusi Moh. 
Mahfud MD yang menyatakan alasan berbeda mengapa MK berwenang 
menguji suatu perpu, yang disertai argumen/alasan-alasan pendukung 
                                                          
86 Paragraf [3.13] halaman 20-21 Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 diunduh melalui situs web resmi Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 19 Januari 2014 
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lain sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Moh. Mahfud MD87 
mengemukakan: 
dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ia ikut menyetujui 
agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah 
Konstitusi. Terdapat empat poin penting mengapa Moh. Mahfud MD 
menyatakan Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya di MK, yaitu: 
1) Mengenai titik tekan dalam penafsiran konstitusi yang 
memperdebatkan frasa “persidangan yang berikut”. Karena 
penilaian masa sidang berikutnya ialah apakah persis pada 
masa sidang itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang 
berikutnya lagi dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga 
pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya, Perpu 
yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas 
setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini 
dikeluarkan. Hal ini dapat berakibat suatu saat ada perpu yang 
dikeluarkan tetapi DPR tidak segera membahasnya dan 
mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu 
tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan 
konstitusi. 
2) Karena adanya polemik mengenai Perpu yang dipersoalkan 
keabsahannya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak 
nyata-nyata ditolak oleh DPR. Secara gramatik, jika 
memperhatikan Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak 
secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak 
dapat dijadikan Undang-Undang atatu tidak dapat diteruskan 
pemberlakuannya. Tetapi secara politis, fakta “kesemestian” itu 
masih disangsikan sehingga tetap dianggap berlaku sampai 
dipersoalkan keabsahan hukumnya karena berkaitan dengan 
suatu kasus. Hal ini dianggap dapat menjadi alasan Mahkamah 
untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 
3) Menyoal keberlakuan suatu Perpu yang telah nyata-nyata tidak 
disetujui oleh DPR, tetapi belum memiliki RUU pengganti atas 
Perpu tersebut. 
4) Kemungkinan suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh 
Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang karena 
situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal 
maupun sengaja dihambat oleh kekuatan politik tertentu agar 
DPR tidak dapat bersidang. Terlebih apabila Perpu itu 
melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara 
sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa. 
                                                          
87 Halaman 27-30 Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 diunduh melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 19 Januari 2014 
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Meskipun pendapat Moh. Mahfud MD ini menyoal akibat hukum 
yang kelak akan terjadi, tetapi menurut penulis, pendapat ini masih 
bersifat analisis dan hipotesis (menduga-duga) terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi jika perpu ini tidak dapat diuji oleh MK. 
Masalah yang diuraikan pada poin pertama memang masih dalam 
perdebatan mengenai batasan khusus pengertian ―persidangan 
berikutnya‖. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pembahasan 
perpu oleh DPR yang bukan pada persidangan pertama persis setelah 
perpu ini disahkan.  
Dalam poin kedua pendapat ini, Moh Mahfud MD juga masih 
menyangsikan kesemestian bahwa dalam pembahasan perpu ini, ada 
perpu yang tidak nyata-nyata diterima dan juga tidak nyata-nyata diterima. 
Padahal dalam praktiknya, yang dimaksud dengan frasa ―mendapatkan 
persetujuan DPR‖ pada pasal 22 ayat (2) UUD 1945 ini ialah menyetujui 
atau menolak (sebagai konsekuensi tidak menyetujui) suatu perpu 
menjadi undang-undang.  
Sedangkan pada poin ketiga pendapat Moh. Mahfud MD ini 
menguraikan tidak adanya kepastian sampai berapa lama Presiden 
selambat-lambatnya mengajukan RUU tentang pencabutan perpu tersebut 
apabila setelah pembahasan oleh DPR ini menyatakan menolak Perpu ini 
menjadi undang-undang. Hal ini dikhawatirkan karena perpu ini (meskipun 
telah ditolak oleh DPR) akan tetap berlaku sampai UU tentang 
pencabutan perpu tersebut resmi disahkan. Poin keempat pendapat di 
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atas, mengenai kekhawatiran perpu ini dibuat secara sepihak oleh 
presiden dan DPR tidak dapat bersidang karena sengaja dihambat oleh 
kekuatan politik tertentu. 
Dari keempat poin pendapat Moh. Mahfud MD mengenai 
keberwenangan MK menguji perpu di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pendapat ini bersifat analisis dan hipotesis, serta pendapat Moh. 
Mahfud MD ini didasarkan pada realita dalam penerbitan dan 
pembahasan perpu a quo sehingga menimbulkan kesan pendapat ini 
bersifat kasuistik yang tentu saja tidak dapat digeneralisir menjadi alasan 
dalam setiap pengujian suatu perpu di MK. 
 
2. Pengujian Perpu oleh MK Ditinjau dari Aspek Teoritis 
Pengujian perpu oleh MK dengan merujuk dasar pertimbangan 
hukum Mahkamah pada putusan nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa 
keberlakuan perpu itu sejak ditetapkan oleh Presiden dapat menimbulkan 
status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. 
Sehingga norma hukum dalam perpu tersebut seketika itu berlaku dan sah 
seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum 
yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap 
norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi 
berpendapat bahwa perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK. 
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Menurut Jimly Asshiddiqie,88 secara sepintas, memang dapat 
dikatakan bahwa selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perpu, 
belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya 
sederajat dengan undang-undang, upaya kontrol hukum (norm control) 
terhadap Perpu itu masih merupakan urusan DPR, belum menjadi 
urusan Mahkamah Konstitusi.  
Namun demikian, jika misalnya ditetapkannya Perpu itu oleh 
Presiden sungguh-sungguh bersifat sewenang-wenang, dan 
kesewenang-wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan 
yang sangat serius, apakah Mahkamah Konstitusi harus menunggu waktu 
satu tahun sampai Perpu itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan 
persetujuan DPR sebagaimana mestinya? 
Jimly Asshiddiqie89 kemudian memandang bahwa sangatlah penting 
mengembangkan pengertian bahwa Perpu itu sebenarnya secara materiil 
adalah undang-undang juga, hanya bentuknya bukan undang-undang. 
Bajunya Peraturan Pemerintah, tetapi isinya adalah undang-undang, 
yaitu undang-undang dalam arti materiil atau "wet in materiele zin". 
Dengan demikian, Perpu itu sebagai undang-undang dalam arti materiil 
itu dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana mestinya. 
Pendapat Jimly tersebut sangat beralasan, karena dalam hal 
pembahasan atau pengujian suatu perpu yang secara nyata telah 
                                                          
88 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 59 
89 Ibid., hal. 60 
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menimbulkan korban ketidakadilan sebagai akibat dari hilangnya hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya perpu tersebut 
apabila hendak melalui proses melalui proses normal yakni pengujian 
oleh DPR (political review) tentu akan membutuhkan proses yang lama 
pula. Belum lagi jika Presiden selaku pembuat perpu memperlambat 
mengajukan RUU penetapan perpu tersebut ke DPR. Sehingga atas 
berlakunya perpu tersebut yang entah akan sampai kapan waktu 
berlakunya (tergantung jadwal sidang DPR) dapat menimbulkan 
kerugian konstitusional yang serius, MK cukup beralasan untuk 
melakukan pengujian atas perpu tersebut. 
Jimly Asshiddiqie juga dalam tanya jawab singkatnya dengan 
penulis90 mengatakan bahwa Perpu dapat dijadikan objek perkara 
pengujian oleh MK tetapi bergantung pada kasusnya. Secara formal, 
sebelum disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, perpu belum 
boleh diuji oleh MK. Namun hal ini tidak berlaku jika perpu tersebut 
dibuat dengan niat buruk dan dalam waktu segera dapat menimbulkan 
korban. Bahkan bisa saja terjadi sebelum perpu itu disahkan oleh 
DPR, niat buruk tersebut sudah tercapai tanpa bisa dikoreksi lagi. 
Dalam kasus semacam ini, apakah calon korban yang mengajukan 
permohonan ke MK, lalu MK harus menunggu terlebih dahulu perpu 
tersebut disahkan dan berganti status menjadi undang-undang lalu 
boleh diajukan di MK? Maka apabila hal ini terjadi dan mengakibatkan 
                                                          
90 Tanya jawab dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai pakar Hukum Tata negara berkaitan dengan 
permasalahan pengujian perpu oleh MK. Tanya Jawab dilakukan menggunakan fasilitas situs web resmi Jimly Asshiddiqie 
www.jimly.com  
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korban berjatuhan, maka MK melakukan dosa besar dan pelecehan 
terhadap diri sendiri akibat berpikir terlalu sempit seperti itu. MK wajib 
memeriksa perpu demikian, dan jika terbukti melanggar UUD, maka 
bisa saja –demi keadilan- dengan mendahului DPR, perpu itu 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
Namun selain ditinjau dari aspek teoritis, ada pertimbangan lain dari 
hakim konstitusi, pendapat para pakar dan hipotesis penulis sendiri 
mengenai kewenangan MK dalam menguji perpu. Pertimbangan-
pertimbangan ini menilai bahwa pengujian perpu tidak masuk dalam 
wilayah kewenangan MK melainkan masih dalam lingkup kewenangan 
DPR sebagai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 
pasal 22 ayat (2). Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi 
dalam putusan perkara nomor: 138/PUU-VII/2009 ialah pendapat dari 
Muhammad Alim91. Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang merinci tujuh 
poin mengapa MK tidak berwenang melakukan pengujian Perpu, yaitu: 
1) Penafsiran secara gramatikal dalam UUD 1945 Pasal 24C 
ayat (1), UU 24/2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya menyebutkan 
“Menguji undang-undang terhadap UUD”. 
2) Tafsir historik Pasal 20 UUD 1945 mengenai kewenangan 
membentuk undang-undang dan Pasal 22 UUD 1945 
mengenai kewenangan membuat perpu telah lebih dulu ada 
daripada pasal 24C mengenai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi yang dilakukan perubahan pada perubahan ketiga 
(tahun 2001), tetapi hanya menyebut, “Menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar” 
                                                          
91 Halaman 31-33 Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 diunduh melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 19 Januari 2014 
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3) Tafsir Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada waktu 
dirumuskannya adalah menggunakan hierarki berdasarkan 
TAP MPR Nomor III/MPR/2000 dengan tata urutan sebagai 
berikut: UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan 
seterusnya. Hal inilah yang kemudian menjadi penanda 
bahwa pembuat UUD hanya menghendaki pengujian UU 
terhadap UUD dilaksanakan oleh MK, tidak termasuk 
menguji Perpu yang berada pada tata urutan di bawah 
undang-undang, tidak pula termasuk menguji TAP MPR 
yang berada pada tata urutan di atas undang-undang. 
4) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan Perpu 
sebagai kewenangan MK, melainkan kewenangan DPR 
untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya menjadi undang-
undang sesuai pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui 
menjadi undang-undang barulah dapat diujikan ke 
Mahkamah Konstitusi. 
5) Tata urutan perundang-undangan yang berlaku saat putusan 
perkara a quo dibacakan ialah sesuai Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 (UU 10/2004) tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 yang 
memposisikan Undang-Undang dan Perpu berada pada 
level yang sama, dibentuk setelah selesainya perubahan 
keempat UUD 1945. 
6) Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya daripada 
UUD, misalnya aturan yang mengatur mengenai tata urutan 
perundang-undangan dari TAP MPR No III/2000 ke UU 
10/2004 tidak dapat mengubah UUD 1945, termasuk 
didalamnya Pasal 24C ayat (1). 
7) Kewenangan menguji Perpu ini disinyalir dilaksanakan tidak 
menurut UUD alias menyimpang dari UUD, sehingga 
menciderai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, 
”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Atas ketujuh poin tersebut, 
Muhammad Alim berpendapat bahwa kewenangan 
melakukan pengujian Perpu terhadap UUD adalah bukan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. 
 
Akan tetapi Muhammad Alim memberikan pengecualian, 
bahwa jikalau muatan materi Perpu bukan muatan yang 
seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi 
muatan Perpu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-
jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden 
mengeluarkan Perpu yang berisi atau materinya 
membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan 
dengan Pasal 7C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pengujian Perpu tersebut, walaupun 
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belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR 
dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi 
Perpu itu adalah pembubaran DPR yang secara nyata sudah 
tak ada DPR lagi yang akan menyetujui atau menolak Perpu 
tersebut. 
 
Adapun Yusril Ihza Mahendra memberikan pendapat bahwa 
langkah MK dalam melakukan pengujian perpu adalah termasuk 
menambah-nambahi kewenangannya sendiri.92 Menurut Pakar Hukum 
Tata Negara ini, UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa MK hanya 
berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi tidak untuk 
menguji perpu. Hal ini karena UUD 1945 juga telah secara tegas mengatur 
bahwa kewenangan menguji/membahas perpu adalah menjadi 
kewenangan DPR untuk menerima atau menolak perpu tersebut. 
Sehingga atas peristiwa ini dapat menimbulkan sengketa kewenangan 
konstitusional, antara MK dan DPR. 
Penulis sendiri mempunyai pendapat terkait kewenangan MK 
dalam menguji perpu khususnya jika pengujian perpu dilaksanakan dalam 
waktu yang relatif bersamaan oleh MK dan DPR. Penulis berpendapat 
bahwa kewenangan MK yang dapat menguji perpu dan yang dalam waktu 
bersamaan dapat pula diuji/dibahas oleh DPR berpotensi menimbulkan 
beberapa dampak negatif. Hipotesis ini berdasarkan fakta yang telah 
terjadi dan/atau potensi yang kemungkinan akan terjadi jika DPR dan MK 
membahas/menguji suatu perpu yang sama dalam waktu yang relatif 
bersamaan. Penulis sendiri merinci beberapa poin tersebut, yakni: 
                                                          
92 Yusril Ihza Mahendra. Uji Perpu, MK Tambahi Kewenangannya! Sumber: http://hukum.kompasiana.com/2013/ 
10/24/uji-perpu-mk-tambahi-kewenangannya--604287.html diakses pada tanggal 18 februari 2014. 
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a) Jika DPR lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan menolak 
perpu tersebut menjadi undang-undang, MK kehilangan objek 
pengujiannya.  
b) Jika DPR lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan 
menyetujui perpu tersebut menjadi undang-undang, objek 
pengujian perkara di MK gugur dengan sendirinya karena telah 
berganti status menjadi undang-undang. (telah terjadi dalam 
perkara no: 91, 92, 93, 94/PUU-XI/2013). 
c) Jika MK lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan 
mengabulkan seluruh permohonan perpu tersebut dengan amar 
putusan ―menyatakan seluruh materi muatan perpu xxx 
bertentangan dengan UUD, dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, serta memerintahkan putusan agar dimuat dalam berita 
negara‖, maka kewenangan DPR yang diatur secara eksplisit oleh 
UUD dalam pasal 22 ayat (2) tentang pembahasan perpu gugur 
dengan sendirinya.  
d) Jika MK lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan menolak 
seluruh permohonan perpu tersebut, maka DPR dapat melakukan 
pembahasan mengenai RUU perpu tersebut. Masalah yang muncul 
kemudian adalah masih perlukah DPR membahas perpu tersebut 
sedang MK telah menyatakan tidak bertentangan dengan UUD? 
Dapatkah putusan MK mengintervensi kewenangan konstitusional 
DPR? Secara konstitusional DPR tetap harus bersidang karena itu 
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merupakan amanat dari pasal 22 UUD 1945. Dan seharusnya 
persidangan di DPR juga tidak dipengaruhi atas putusan MK terkait 
perpu tersebut. 
e) Jika MK lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan menolak 
seluruh permohonan perpu tersebut (tidak bertentangan dengan 
UUD), maka DPR ketika melakukan pembahasan mengenai RUU 
perpu tersebut menyatakan menolak (bertentangan dengan UUD), 
maka putusan mana yang sah di mata hukum? Seyogianya 
putusan DPR yang menolak perpu tersebut menjadi undang-
undang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat karena 
dilandasi kewenangan konstitusionalnya. 
f) Jika MK lebih dahulu meyelesaikan pembahasannya dan 
mengabulkan sebagian permohonan perpu tersebut dengan amar 
putusan ―menyatakan materi muatan pasal xx perpu xxx 
bertentangan dengan UUD, dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, serta memerintahkan putusan agar dimuat dalam berita 
negara‖, maka masalah ini menjadi lebih kompleks lagi, karena 
DPR (jika didasarkan karakteristik putusan MK yang final dan 
mengikat) hanya akan membahas norma-norma atau materi 
muatan yang tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD dan yang 
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan 
kewenangan DPR hanyalah membahas perpu tersebut, yang 
kemudian akan menyetujui atau menolak perpu tersebut menjadi 
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undang-undang (tanpa ada kewenangan mengamandemen atau 
mengajukan usulan amandemen kepada pembuat perpu). Menurut 
Yusril Ihza Mahendra93, DPR sebaiknya tetap membahas perpu 
tersebut secara utuh, dengan opsi menolak atau menerima perpu 
tersebut menjadi undang-undang dengan ‗mengesampingkan‘ 
putusan MK tersebut, meskipun putusan MK menyatakan sebagian 
pasal perpu tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 
 
Dari keenam poin diatas, hal ini dapat disimpulkan berpotensi 
menimbulkan komplikasi hukum, karena menimbulkan ketidakpastian 
hukum pada masyarakat yang sebenarnya dijamin dalam UUD NRI 9145 
pada Pasal 28D ayat (1). Selain itu, hal ini juga mengakibatkan kinerja 
kedua lembaga ini kurang efektif karena seolah saling ‗adu cepat‘ untuk 
menghindari akibat hukum yang lebih kompleks.  
Atas hal ini, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa MK telah 
mengacaukan sistem ketatanegaraan dan justru mengacaukan 
penegakan konstitusi dalam kehidupan bernegara yang seharusnya MK 
tegakkan. Sehingga menurut Yursil, MK lebih baik tidak melakukan 
pengujian terhadap perpu.94 
Penulis sendiri berpendapat bahwa keenam poin diatas adalah hal 
yang masih bersifat hipotesis akan potensi yang mungkin saja terjadi. 
Maka untuk mencegah hal itu, penulis berpendapat bahwa perlu dibuatkan 
                                                          
93 Yusril Ihza Mahendra. Soal Perpu, Kewenangan DPR Tidak Bisa Dibatasi Putusan MK. Sumber: 
http://www.rmol.co/read/2013/11/20/133885/Soal-Perpu,-Kewenangan-DPR-Tidak-Bisa-Dibatasi-Putusan-MK- diakses 
pada tanggal 3 Mei 2014. 
94 Ibid. 
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suatu regulasi khusus yang mengatur dampak dari kompikasi tersebut. Hal 
ini penting karena dasar kewenangan keduanya merupakan amanat dari 
UUD, sehingga ketentuan yang lebih spesifik perlu diatur dalam suatu 
aturan yang lebih khusus lagi. Mengingat amandemen terhadap konstitusi 
(mereduksi dan menambahi kewenangan, serta memuat segala bentuk 
akibat hukumnya) harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu 
yang lama, sehingga solusi demikian diharapkan dapat terealisasi. 
  
B. Urgensi Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 
Konstitusi 
1. Dasar-Dasar Permohonan Perkara Pengujian Perpu di MK 
Berdasarkan perkara pengujian Perpu Nomor 4 tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perkara pengujian Perpu Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan pengujian 
Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
tetuang dalam putusan nomor: 138/PUU-VII/2009, 145/PUU-VII/2009, 
ketetapan 90/PUU-IX/2013 (keterangan: permohonan ditarik kembali), 
91/PUU-IX/2013, 92/PUU-IX/2013, 93/PUU-IX/2013, dan 94/PUU-IX/2013 
ini dapat dirumuskan apa-apa saja dasar permohonan dari keenam 
gugatan perkara pengujian perpu tersebut, yakni: 
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Perihal  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
138/PUU-
VII/2009 
145/PUU-
VII/2009 
91/PUU-
IX/2013 
92/PUU-
IX/2013 
93/PUU-
IX/2013 
94/PUU-
IX/2013 
Objek 
Pengujian  
Pasal 1 
Perpu No. 4 
Tahun 2009 
Pasal 5 dan 
Pasal 29 
Perpu No. 4 
Tahun 2008 
Pasal 1 
angka 4 
Perpu No. 1 
Tahun 2013 
(Uji Materiil 
dan Uji 
Formil) 
Pasal 1 
Perpu No. 
1 Tahun 
2013 (Uji 
Materiil dan 
Uji Formil) 
Perpu No. 
1 Tahun 
2013 
Konsideran 
―menimbang‖ 
huruf b, 
Pasal 1 
angka 4 dan 
angka 5 
Perpu No. 1 
Tahun 2013 
Landasan 
Konstitusional 
Pasal 28D 
ayat (1) dan 
pasal 9 ayat 
(1) UUD 
1945 
Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 23 
ayat (1), 
Pasal 27 
ayat (1), 
Pasal 28D 
ayat (1), 
Pasal 28G 
ayat (1), 
Pasal 28H 
ayat (2), dan 
Pasal 28I 
ayat (2) UUD 
1945 
Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 22 
ayat (1) dan 
Pasal 24C 
ayat (3) UUD 
1945 
Pasal 1 
ayat (2) 
dan ayat 
(3), Pasal 
27 ayat (2) 
dan Pasal 
28D ayat 
(1) UUD 
1945 
Pasal 27 
ayat (1) 
dan Pasal 
28I ayat (2) 
UUD 1945 
Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 
24A ayat (3), 
Pasal 24B 
ayat (1), 
Pasal 24C 
ayat (6) dan 
Pasal 28D 
ayat (1) UUD 
1945 
Pemohon 
Saor Siagian, 
SH. dkk 
Sri Gayatri 
dkk. 
Habiburrokh
man, SH., 
MH. dkk 
Dr. A. Muh. 
Asrun, SH., 
MH. dkk 
dr. Salim 
Alkatiri 
Muh. Joni, 
SH., MH. dkk 
Petitum 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
2. Menyatakan perpu a quo bertentangan dengan UUD 1945 
3. Menyatakan perpu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
4. Memerintahkan amar putusan untuk dimuat dalam berita negara 
Konklusi 
1. Mahkamah berwenang 
memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan a quo 
2. Para pemohonan tidak 
mempunyai kedudukan hukum 
3. Pokok permohonan tidak 
dipertimbangkan 
1. Permohonan para pemohon kehilangan obyek 
2. Kedudukan hukum (legal standing) para 
pemohon dan pokok permohonan tidak 
dipertimbangkan 
Amar Putusan Tidak dapat diterima 
Tidak dapat 
diterima 
Tidak 
dapat 
diterima 
Tidak 
dapat 
diterima 
Tidak 
dapat 
diterima 
Tidak 
dapat 
diterima 
Concurring 
Opinion dan 
Dissenting 
Opinion 
Moh. Mahfud MD 
dan Muh. Alim 
- - - - - 
 
Dari tabel di atas, dapat ditarik garis besar mengenai keenam 
perkara pengujian perpu tersebut, yakni: 
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1) Keenam amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard), dua permohonan karena para 
pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), 
sedangkan empat permohonan lainnya karena permohonan 
kehilangan objek pengujian. 
2)  Dua putusan (138/PUU-VII/2009 dan 145/PUU-VII/2009) 
menyatakan MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus permohonan pengujian perpu. Empat putusan lainnya 
tidak menyebutkan secara eksplisit dalam konklusi, tetapi juga 
menyatakan keberwenangannya dalam Pertimbangan Hukum 
Mahkamah. 
3) Dasar permohonan pengujian perpu didasarkan pada beberapa 
materi muatan/norma hukum yang berbeda satu sama lain. Kecuali 
putusan nomor: 91, 92, 93, 94/PUU-XI/2013 yang relatif sama 
karena perpu a quo memang hanya memiliki dua pasal sebagai 
batang tubuh perpu a quo. 
4) Objek pengujian perkara yang diujikan sebagai batu uji 
permohonan relatif memiliki kesamaan dalam kerugian 
konstitusional yang dimaksud yang tertuang dalam pasal-pasal 1 
ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
5) Petitum keenam permohonan relatif sama, kecuali tambahan dari 
putusan nomor 93/PUU-XI/2013 yang juga meminta peninjauan 
kembali putusan MK oleh Majelis Kehormatan atau Majelis Etika di 
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luar lingkup MK dan meminta untuk dibebaskan dari cap seorang 
koruptor atau mantan narapidana koruptor. 
 
Ketiga perpu yang diujikan oleh para pemohon ke MK yang 
tertuang dalam 6 (enam) putusan tersebut sendiri adalah perpu yang telah 
dibahas oleh DPR sebagai kewenangan konstitusionalnya [Pasal 22 ayat 
(2)] untuk menyetujui/menolak perpu tersebut dalam persidangan 
berikutnya di DPR. Adapun rincian hasil permbahasannya adalah sebagai 
berikut: 
1) RUU tentang Penetapan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; Hasil akhir 
Sidang Paripurna DPR (tanggal 18 Desember 2008) adalah RUU 
tidak mendapat persetujuan menjadi Undang-Undang 
2) RUU tentang Penetapan Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-
Undang; Hasil akhir Sidang Paripurna DPR (tanggal 4 Maret 20010) 
adalah RUU tidak mendapat persetujuan/ditolak menjadi Undang-
Undang  
3) RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi; Hasil akhir Sidang Paripurna DPR 
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(tanggal 19 Desember 2013) adalah RUU disetujui menjadi 
Undang-Undang  
 
Dari hasil pembahasan perpu oleh DPR dan pengujian perpu oleh 
MK diatas, terdapat fakta menarik yakni pada pembahasan Perpu no. 4 
tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Hasil 
Sidang Paripurna DPR dan dasar permohonan perkara no: 145/PUU-
VII/2009 menyebutkan bahwa perpu no. 4 tahun 2008 tidak memiliki 
kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan pada saat Sidang Paripurna 
DPR tersebut masih banyak fraksi yang menyangsikan penolakan perpu a 
quo menjadi undang-undang. Lalu pada sidang perkara no: 145/PUU-
VII/2009 pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah karena 
perpu tersebut meskipun tidak mendapat persetujuan dari DPR, tetapi 
tetap berlaku karena Presiden/Pemerintah belum mengajukan RUU 
tentang pencabutan perpu a quo. 
Maka menurut penulis, ada 2 poin yang perlu diperhatikan agar hal 
serupa tidak terjadi lagi dalam keberlakuan perpu-perpu yang akan datang 
pasca persidangan oleh DPR, yakni: 
1. DPR perlu membuat suatu ketentuan khusus mengenai 
pengertian frasa ―mendapat persetujuan DPR‖ pada pasal 22 
ayat (2) UUD 1945. Karena konsekuensi ―untuk mendapat 
persetujuan‖ ialah hanya opsi untuk menyetujui atau menolak, 
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sehingga tidak ada lagi perpu yang tidak nyata-nyata ditolak 
maupun tidak nyata-nyata diterima oleh DPR. 
2. DPR ataupun MK perlu menetapkan batasan khusus mengenai 
berapa lama suatu RUU tentang pencabutan perpu (sebagai 
konsekuensi perpu ditolak oleh DPR) diajukan oleh Presiden. 
Sehingga jika dalam rentang waktu tersebut, perpu yang ditolak 
oleh DPR belum juga ada RUU tentang pencabutannya, maka 
perlu ada langkah hukum yang dilakukan oleh DPR/MK atau 
dapat pula keadaan itu dapat diartikan perpu ―batal dengan 
sendirinya‖. 
 
2. Batasan Konstitusional Pengujian Perpu oleh MK 
Terhadap permohonan pengajuan perpu oleh MK yang dijabarkan 
melalui enam putusan, yakni: 
a) Putusan Nomor: 138/PUU-VII/2009 perihal pengujian Perpu Nomor 
4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
b) Putusan Nomor: 145/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Perpu 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
c) Putusan Nomor: 91/PUU-XI/2013 perihal pengujian Perpu Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 
d) Putusan Nomor: 92/PUU-XI/2013 perihal pengujian Perpu Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 
e) Putusan Nomor: 93/PUU-XI/2013 perihal pengujian Perpu Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 
f) Putusan Nomor: 94/PUU-XI/2013 perihal pengujian Perpu Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 
 
Dapat ditarik batasan konstitusional pengujian suatu perpu oleh MK 
yang mencakup syarat-syarat pengujian, sehingga menurut penulis 
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pengujian perpu oleh MK dapat dilakukan apabila telah memenuhi 
persyaratan tersebut, yakni: 
1) Memenuhi kualifikasi pemohon (legal standing) serta adanya 
kerugian konstitusional yang spesifik yang diderita para pemohon 
atas berlakunya suatu perpu tertentu. 
Mahkamah Konstitusi sejak putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 
dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 berpendirian bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 
dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah 
Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: 
a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para 
Pemohon yang diberikan UUD 1945; 
b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para 
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian; 
c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitrusional tersebut 
harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi; 
d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 
e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi 
2) Kerugian konstitusional spesifik tersebut merupakan korban yang 
secara nyata merupakan dampak diberlakukannya suatu perpu 
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3) Perpu a quo tidak sementara disidangkan oleh DPR atau setidak-
tidaknya DPR belum menjadwalkan sidang pembahasan perpu a 
quo 
4) Jika DPR tidak melakukan pembahasan dalam persidangan 
berikutnya untuk menyetujui atau menolak suatu perpu. 
Persidangan berikutnya disini ialah persidangan yang dilakukan 
oleh DPR persis setelah perpu tersebut disahkan. Apabila pada 
suatu sidang DPR yang diselenggarakan pasca penerbitan perpu 
tapi dalam agenda sidang tidak membahas persetujuan perpu 
tersebut, maka MK demi keadilan berlandaskan kepastian hukum 
dapat menguji perpu tersebut 
5) Jika suatu perpu yang ditolak oleh forum persidangan DPR, namun 
belum juga dicabut (dengan mengajukan RUU pencabutan perpu) 
oleh presiden/DPR, maka MK demi keadilan berlandaskan 
kepastian hukum dapat menguji perpu tersebut 
6) Jika materi muatan suatu perpu adalah materi muatan yang 
seharusnya tidak diatur dalam undang-undang, atau materi muatan 
suatu perpu bukan merupakan kewenangan Presiden selaku 
kepala pemerintahan, maka MK dapat melakukan pengujian atas 
perpu tersebut 
7) Jika muatan materi suatu perpu telah nyata-nyata dan secara jelas 
melanggar konstitusi, seperti menciderai prinsip demokrasi, 
melanggar hak asasi manusia, menabrak sistem ketatanegaraan, 
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merusak sistem supremasi hukum dan konstitusi dan pelanggaran-
pelanggaran konstitusional lainnya, maka MK wajib menguji perpu 
tersebut karena hal ini menyangkut hidup orang banyak dan 
keberlangsungan negara hukum di Indonesia. 
Atas batasan-batasan di atas, agar permohonan pengujian perpu 
oleh MK tidak dilakukan asal-asalan, dan tidak mempertimbangkan asas 
kemanfaatan dari pengujian yang pemohon ajukan. Hal itu dikarenakan 
tidak adanya batasan khusus mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh 
para pemohon dalam memperjuangkan hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan pengujian perpu di 
MK tanpa menunggu terlebih dahulu pembahasan perpu a quo di DPR 
selaku pemegang kewenangan political review yang telah diatur dalam 
UUD 1945. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi 
ini, adalah: 
1. Dasar kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian 
perpu terhadap UUD 1945 adalah seperti yang tercantum dalam 
pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 
138/PUU-VII/2009. Putusan a quo sebagai yurisprudensi 
kewenangan MK dalam menguji suatu perpu. Terdapat 
beberapa pendapat para pakar yang menguatkan yurisprudensi 
kewenangan MK ini. Selain itu, terdapat pula beberapa 
pendapat para pakar dan hipotesis potensi akibat untuk 
digunakan sebagai perbandingan atas kewenangan MK dalam 
pengujian perpu. Sehingga, ditinjau dari aspek teoritis dan 
aspek praktis, MK berwenang menguji materi muatan suatu 
perpu. 
2. Berangkat dari realitas pengujian perpu terhadap UUD 1945 
yang telah dilakukan oleh MK, tidak satupun pemohon yang 
dapat membuktikan kerugian konstitusional yang dideritanya. 
Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengujian 
perpu oleh MK ini tidaklah urgen. Hal ini juga didasari oleh amar 
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putusan MK dalam enam pengujian perpu yang kesemuanya 
menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 
verklaard).  
 
B. Saran 
Adapun beberapa poin saran atas hasil penelitian dan pembahasan 
skripsi ini, antara lain: 
1. MK perlu lebih memperhatikan lagi dasar permohonan suatu 
perkara pengujian perpu dalam memandang kerugian 
konstitusional yang diderita pemohon. Agar pemohon dalam 
menguji suatu peraturan perundang-undangan dapat secara 
tegas mendalilkan kerugiannya untuk selanjutnya menjadi 
pertimbangan Mahkamah dalam memutus perkara tersebut. 
Selain itu, MK juga diharapkan dapat membuat suatu batasan 
mengenai kerugian konstitusional yang lebih spesifik yang 
diderita pemohon atas berlakunya suatu perpu yang dituangkan 
dalam suatu regulasi khusus. 
2. DPR perlu memprioritaskan agenda pembahasan suatu perpu 
sejak diterbitkan oleh Presiden. Hal ini dimaksud untuk 
melaksanakan kewenangan political review yang dimilikinya  
dan untuk menjamin kepastian hukum seperti yang diamanatkan 
oleh UUD 1945. DPR juga diharapkan dapat membuat suatu 
ketentuan mengenai pengertian dan batas waktu frasa 
―persidangan yang berikut‖ pada pasal 22 ayat (2) UUD 1945 
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melalui suatu regulasi khusus yang juga memuat segala bentuk 
akibat hukumnya. 
3. Agar masyarakat memahami pentingnya melakukan pengujian 
konstitusional suatu produk perundang-undangan sehingga 
secara teliti dan cermat melakukan pengujian yang secara 
spesifik dan nyata telah merugikan hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya (constitutional rights). 
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